
 

 

 

 
 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 20 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI BUPATI PANDEGLANG, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 
Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan 
Bupati Pandeglang Nomor 41 Tahun 2024 tentang  Tata 
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan Kabupaten Pandeglang; 

b. bahwa Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41          Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten 
Pandeglang perlu disesuaikan dengan dinamika 
perkembangan pengelolaan PBB P2 di Kabupaten 
Pandeglang sehingga perlu dirubah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19         Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010 ); 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2         Tahun 
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023     Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);  

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 7053); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Menyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 247); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6630); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang 
Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 415); 



14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1852); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1853); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          Nomor 
1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13  Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 
Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2023 Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 41 TAHUN 2024 
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41 Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 41) diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 6 

(1) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara Subjek Pajak mengisi formulir SPOP 
dan/atau LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau tempat lain 
yang ditentukan. 

(2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan 
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani disampaikan ke Bidang Kebijakan 
dan Pendataan Pajak Daerah Bapenda.  

(3) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh selain Subjek Pajak yang 
bersangkutan, harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak. 



(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek Pajak/Subjek Pajak antara 
lain: 

a. Wajib pajak yang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat sebagai berikut: 

1. Surat Permohonan 

2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari 
Wajib Pajak; 

3. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
serta ditandatangani oleh pemohon; 

4. fotokopi sertifikat 

5. surat pernyataan 

6. surat keterangan belum pernah terbit SPPT PBB-P2 dari Kepala 
Desa/Lurah; 

7. fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung. 

8. foto lokasi objek 

b. Wajib pajak yang memiliki bukti penguasaan berupa Akta Perolehan sebagai 
berikut: 

1. Surat Permohonan 

2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari 
Wajib Pajak; 

3. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
serta ditandatangani oleh pemohon; 

4. Fotokopi dokumen penguasaan antara lain:  

a. Surat keterangan Waris/ Akta Jual Beli/ Hibah/ SK BPN terkait 
pemberian Hak 

b. Surat riwayat tanah  

c. Surat pernyataan tidak sengketa  

d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah  

e. Berita acara kesaksian  

f. Surat pernyataan tetangga batas tanah; dan  

g. Berita acara pengukuran bidang tanah.  

5. surat pernyataan 

6. surat keterangan belum pernah terbit SPPT PBB-P2 dari Kepala 
Desa/Lurah; 

7. fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung. 

8. foto lokasi objek 

c. Wajib Pajak yang belum memiliki bukti kepemilikan sebagai berikut :  

1. Surat permohonan  

2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari 
Wajib Pajak 

3. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
serta ditandatangani oleh pemohon; 

4. Foto copy Girik/ Letter C / Dokumen sejenis   

5. Fotokopi dokumen penguasaan antara lain: 

a.   Surat keterangan waris/hibah  



b. Surat Riwayat Tanah 

c. Surat Pernyataan Tidak Sengketa 

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 

e. Berita acara Kesaksian 

f. Surat Pernyataan tetangga batas Tanah 

g. Berita Acara pengukuran bidang Tanah 

6. surat Pernyataan  

7. surat keterangan belum pernah terbit SPPT PBB-P2 dari Kepala 
Desa/Lurah; 

8. fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung. 

9. foto lokasi objek 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal 30 Januari 2025 

BUPATI PANDEGLANG, 
 

        CAP / TTD 
 

    IRNA NARULITA 

 

Diundangkan di Pandeglang  

pada tanggal 30 Januari 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 
 

                                CAP / TTD 
 

                      ALI FAHMI SUMANTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 21 

      Salinan sesuai dengan aslinya 

       Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, 
 
 
 
 
H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy 
       NIP. 19711205 200701 1 013 

 


